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ABSTRAK 

 

 

SISTEM PENDATAAN OBJEK PAJAK, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK  

 
Oleh : Sintia pebrilisa 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

pada  bulan januari s/d mei 2020. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui Peningkatan dan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dengan 

menggunakan Sistem SISMIOP (sistem manajemem informasi objek pajak). 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah interview dengan kepala 

bidang PBB-P2 serta pengumpulan data dengan mempelajari data atau dokumen 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

dengan menggunakan SISMIOP (sistem manajemen informasi objek pajak) sudah 

berjalan efektif. Adapun tahapan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

dengan menggunakan SISMIOP (sistem manajemen informasi objek pajak) : isi 

formulir di bagian helpdesk, lalu ke bagian pemetaan untuk mengetahui skets 

lokasi, setelah dari pemetaan di daftarkan di bagian loket pelayanan, petugas 

pelayanan mengekspedisi ke bagian tim penilai eksten, setelah di nilai lanjut ke 

bagian penginputan data, selesai di input dibagian penginputan baru di cetak di 

bagian PDI (seksi pengolahan data informasi). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara republik Indonesia termasuk dalam Negara berkembang.Indonesia 

saat ini banyak melakukan pembangunan disegala bidang seperti bidang hukum, 

politik, pendidikan, ekonomi, serta bidang bidang lainnya yang memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pembangunan disetiap Negara 

memerlukan biaya yang besar, oleh karena itu sumber biaya yang bisa diharapkan 

mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak.Indonesia 

merupakan pendapatan dari pajak yang dapat menunjang keberhasilan. Dari pajak 

tersebut, pencapaian yang ada ialah bertujuan pada pembangunan nasional namun 

untuk bias mencapainya perlu beberapa aspek, seperti SDA, SDM, serta Sumber 

Daya lainnya merupakan suatu modal awal yang dimiliki oleh Negara. Selain itu, 

ketersediaan suatu dana pembangunan Negara baik yang diperoleh dari sumber 

sumber pajak maupun non pajak dapat terciptanya Negara yang makmur. Hal 

tersebut dapat didapat jika semua pihak bias bekerja sama dan kebijakan yang 

ditetapkan bisa berjalan dengan baik dan optimal. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah 

dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi 

yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau 

memperoleh manfaat dari padanya.Dengan berlakunya undang- undang nomor 28 

tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan 

pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah 
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diserahkan ke pemerintahan kabupaten atau kota.PBB sektor pertambangan, 

perhutanan, dan perkebunan (PBB-P3) masih berada dibawah kewenangan 

pemerintah pusat dalam hal ini direktorat jenderal pajak.Mekanisme pemungutan 

PBB-P2 dahulu dipungut dan di administrasikan semua oleh pemerintah pusat 

tetapi hasilnya dibagikan lagi kepada masing- masing pemerintah daerah untuk 

pembangunan daerah. Mekanisme persentase bagi hasil pajak bumi dan bangunan 

berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah yaitu 10% untuk pusat, 16,2% untuk provinsi dan 

64,8% untuk kabupaten/ kota. 

PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) adalah 

salah satu jenis pajak yang objeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya 

orang atau badan yang memiliki, mutasai atau mengambil manfaat atas bumi dan 

bangunan. 

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota di 

wajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkebunan 

(PBB-P2). Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonmi 

daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . dengan 

adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, 

pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan di 

selenggarakan oleh Kabupaten/Kota. Adapun tujuan pengalihan pengelolaan 

PBB-P2ke Kabupaten/Kota  adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih 

besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah dan penetapan 
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tarif pajak. Kewenangan yang di berikan ini tercantum dalam pasal 80 UU DPRD 

dimana masing-masing Kabupaten/Kota dapat menentukan tarif PBB-P2 nya 

sendiri dengan ketentuan paling tinggi  sebesar 0,3% dari sebelumnya hanya di 

patok pada tarif efektif (tunggal) sebesar 0,1% atau 0,2%. Artinya secara legal, 

ada ruang bagi Kabupaten/Kota untuk menaikkan tarif PBB-P2 di wilayahnya. 

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke 

PemerintahKabupaten/Kota sehingga di harapkan mampu meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Pada saat di kelola oleh Pemerintah Pusat, 

Kabupaten/Kota hanya mendapat kan bagian sebesar 64,8% dari jumlah 

penerimaan PBB-P2 di wilayahnya. Tentunya dengan di kelolanya PBB-P2 oleh 

Kabupaten/Kota dengan menjadi pajak daerah, maka penerimaan PBB-P2 akan 

100% masuk ke kas Kabupaten/Kota tersebut. 

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) merupakan 

singkatan dari Sistem Informasi Dan Manajemen Objek Pajak. Yaitu, sebuah 

system yang dipakai oleh pengelolaan perpajakan baik di pusat maupun di daerah 

yang tanggung jawabnya dipegang oleh dinas pendapatan Daerah. Dalam 

pengelolaan SISMIOP ini, pajak atas bumi dan atau bangunan diolah dengan 

bantuan komputer.sistem ini mengakomodir kebutuhan pekerjaan kantor 

(Administratif) sejak pembentukan/ pengumpulan data (dengan pendaftaran, 

pendataan, dan penilaian), pemberian identitas (nomor objek pajak), pemrosesan, 

pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT.Dalam hasil 

penelitian Prathiwi dkk  (2015) menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh 

pemerintah Kota Denpasar adalah karena PBB-P2 merupakan pajak baru sehingga 
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pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaannya, aplikasi SISMIOP 

yang diberikan oleh Dirjen Pajak tidak berjalan dengan baik, saranana dan 

prasarana yang kurang memadai serta membutuhkan biaya yang besar, serta 

sumber daya manusia yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan hal ini 

disebabkan dengan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah di bagian 

kabupaten, dan tempat untuk membayar pajak terutangnya pun relatif jauh dan 

untuk membayar kesana butuh biaya yang lebih besar dibandingkan membayar 

pajak PBB-P2 sehingga banyak yang mengabaikan untuk membayar pajak. 

Sistem SISMIOP yang dibangun dengan perangkat lunak basis data oracle 

sejak tahun 2000 tersebut selanjutnya dinamakan i-sismiop. Nama tersebut 

mempunyai dua pengertia yaitu integrated dan internet ready. 

1. Integrated,mempunyai pengertian bahwa sistem tersebut 

mengintegritaskan seluruh aplikasi yang ada yaitu SISMIOP, SIG, PIT, 

aplikasi BPHTB, dan aplikasi P3, dengan menggunakan basis- data oracle. 

2. Internet ready.dimaksudkan bahwa sistem tersebut mempunyai 

kemampuan interkoneksi dengan sistem yang lain dengan memanfaatkan 

teknologi internet. 

3. digunakan secara luas di kalangan pengguna teknologi informasi. 

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-

533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian 

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan 

atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak 

(SISMIOP), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah : “Sistem yang 
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terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan 

Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui 

pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor 

Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran 

(berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan 

pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak 

melalui Pelayanan Satu Tempat.” 

Sismiop atau Sistem Manajemen Infromasi Objek Pajak merupakan sistem 

administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan 

PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, 

pemprosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran. 

Walaupun besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang ditentukan 

oleh fiskus, namun peran wajib pajak juga sangat dibutuhkan, yaitu dalam proses 

pendataan objek pajak dan subjek pajak yang merupakan langkah awal 

pembentukan basis data SISMIOP. Selama ini petugas fungsional penilaian PBB 

menggunakan nomor KTP sebagai identitas pemilik objek pajak. Akan tetapi, 

terkadang ada beberapa wajib pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak ( SPOP ) dan Lampiran Pemberitahuan Objek Pajak ( LPOP ) tidak lengkap 

atau tidak benar. Jika pengesahan tidak lengkap, petugas fungsional penilai PBB 

akan menggunakan nomor identitas fiktif ( menggunakan NOP ) dalam pengisian 

aplikasi di SISMIOP, karena apabila nomor identitas tidak diisi maka sistem 

secara otomatis akan merubah identitas pemilik pajak yang telah di input 

seluruhnya dengan identitas pemilik objek pajak yang lain yang di input pertama. 

Untuk pengisian yang tidak benar, mengakibatkan petugas fungsional penilai PBB  



6 

 
 

tidak dapat mengindentifikasi objek pajak lain yang dimiliki minimal objek pajak 

yang terletak dalam suatu wilayah KPP. 

Hal tersebut juga didukung oleh kurangnya sumber daya manusia diseksi 

ektensifikasi, sehingga kadang kala mereka kesulitan dalam melakukan 

pengumpulan data. Apabila terkadang banyak wajib pajak yang sering 

complainmengenai jumlah pajak yang terutangnya, karena mereka merasa bahwa 

data yang terdapat di KPP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

Berdasarkan dengan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Sistem Pendataan Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan Perkotaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Apakah Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dalam 

Pendataan PBB-P2 sudah berjalan efektif dan efisien di dalam Kantor 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak? 

2. Apakah kendala pada saat memakai Sistem Manajemen Informasi Objek 

Pajak (SISMIOP) di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak? 

3. Bagaimana upaya yang di lakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak di Kantor Badan Keuangan Daerah Siak?  

 

1.3 Tujuan Penulisan  

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem Pendataan PBB-P2 dalam 

menggunakan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak di Kantor Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 
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2. Untuk mengetahui kelancaran menggunakan Sistem Manajemen Informasi 

Objek Pajak (SISMIOP) dalam pendataan PBB-P2& BPHTB di Kantor 

Badan Keuangan Daerah Siak. 

3. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi saat memakai Sistem 

Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)? 

 

1.4 Manfaat Penulisan  

1. Untuk menambah pengetahuan bagaimana sistem informasi manajemen 

objek pajak (SISMIOP) bekerja dalam meningkatkan pendapatan 

menggunakan sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP) di 

kantor Badan Keuangan Daerah Siak.  

2. Sebagai bahan atau informasi bagi peneliti lanjutan dengan pembahasan 

yang sama  

3. Penulis dapat menambah ilmu pengetahuan yang di peroleh selama di 

bangku kuliah. 

 

1.5 Metode Penelitian  

1.5.1 Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan (Alamat : komp. 

Perkantoran Tg. Agung, Siak Sri Indrapura) di Kantor Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini di lakukan terhitung dari bulan Januari sampai dengan 

bulan Mei 2020. 
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1.5.3 Jenis data  

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari referensu buku, 

penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang di 

peroleh dari perpustakaan dan internet. 

1.5.4 Teknik pengumpulan Data  

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview dan dokumentasi. 

1. Interview  

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung 

terhadap pihak kantor khususnya kepala bidang penagihan dan 

perhitungan, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan 

informasi yang di berikan kepada penyusunan penelitian ini. 

2. Dokumentasi  

Yaitu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini. 

1.5.5 Analisis Data  

Penulis menganalisis data yang di peroleh dengan menggunakan 

penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang 

sistematis. 
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1.5.6 Sistem penulisan 

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang 

menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan 

proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN  

  Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum, visi dan misi 

dan uraian tugas dari masing masing bagian serta struktur organisasi 

pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.  

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

  Pada  bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian pajak, 

fungsi pajak, pengertian pajak daerah, pengelompokkan pajak, asas 

pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, syarat pemungutan 

pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian Pajak Bumi dan 

Bangunan, azas dan prinsip pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, 

dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan, objek, subjek dan 

klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan, teori sistem pendataan, 

Pajak dalam islam, dasar pengenaan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pemanfaatan Sismiop, kendala yang di 
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hadapi, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak.  

BAB IV :  PENUTUP  

  Bab ini merupakan bab penutup dari Bab-bab sebelumnya yang 

berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai penulisan tugas 

akhir.  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN 

SIAK 

 

2.1 Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak  

Kabupaten siak merupakan salah satu Kabupaten lama di Provinsi Riau 

dari hasil pemekaran yang sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999. 

Dengan demikian dalam rangka kelancaran otonomi daerah dengan kewenangan 

daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu 

menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak nomor 22 tahun 2000 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan peraturan 

daerah Kabupaten Siak Nomor 22 tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang 

pembentukan, Organisasi dan tata kerja badan keuangan Daerah Berdasarkan 

Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah adalah Dinas yang merupakan 

unsur pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan, dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah 

mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 tentang pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, dan peraturan Bupati 

Siak Nomor 53 tahun 2012. Sebagai unsur pelaksanaan tugas yang meliputi 

memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis 
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dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah lingkup perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, 

dana perimbangan, PBB dan BPHTB, bidang anggaran, perbendaharaan, 

akuntansi, aset daerah serta pengawasan, dipimpin seorang Kepala Dinas yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Adapun fungsi Badan keuangan daerah Kabupaten Siak adalah sebagai 

berikut : 

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan kerja dinas sesuai dengan 

visi dan misi daerah. 

2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang- 

bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional. 

4. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang 

pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, 

lembaga/ instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas 

pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas. 

5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

 

2.1 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak  

1. Visi  

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintahan secara 
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konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang 

dimiliki. Mengacu pada batasan tersebut, maka didalam Rencana Strategis 

(RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak ditetapkan Visi 

sebagai berikut “terwujudnya optimalisasi pendapatan Daerah melalui 

aparat yang ramah tamah, professional dan inovatif” 

a. Optimalasi: Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam 

melakukan intensifikasi dan ektensifikasi. 

b. Ramah : Sikap dan prilaku yang baik dalam menyenangkan yang 

ditujukkan oleh aparatur dinas pendapatan,baik budi bahasa, tutur kata 

maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak 

dan retribusi. 

c. Profesional : Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

d. Inovatif : Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) 

dalam peningkatan penerimaan daerah. 

2. Misi  

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan 

oleh instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. 

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan 

Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Siak sebagai berikut : 
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a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi. 

b. Meningkatkan ketaatan wajb pajak dan retribusi  

c. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah. 

d. Meningkatkan produktivitas pegawai. 
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2.3 Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Tabel II.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

KEPALA BADAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN ADMINISTRASI 
UMUM 

SUBBAG PERENCANAAN DAN 
PROGRAM 

SUBBAG KEUANGAN 

BIDANG ASET 

SEKSI ANALISIS KEBUTUHAN 
DAN PENGADAAN 

SEKSI INVENTARISASI & 
PENGHAPUSAN  

SEKSI PENGENDALIAN APBD 

PLT, BIDANG BELANJA  

SEKSI PERENCANAAN 

PLT, SEKSI PEMBUKUAN 

SEKSI BELANJA PEGAWAI 
DAN PEMBELIAN 

SEKSI PENGOLAHAN DATA 

BIDANG DANA TRANSFER, 
PBB DAN PBHTB 

SEKSI BPHTB dan PBB 

SEKSI EKSTENSIFIKASI 

SEKSI PENGOLALAAN 
PENDAPATAN PUSAT DAN 

LAIN-LAIN 

BIDANG PENDAPATAN ASLI 
DAERAH  

SEKSI PENDAFTARAN 

SEKSI PENAGIHAN  

SEKSI PENETAPAN  

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

 
     
     

 

BIDANG ANGGARAN  

PLT, PENYUSUNAN APBD 

SEKSI INVENTARISASI 
BARANG BERGERAK DAN 

BARANG TIDAK BERGERAK  

UPTD 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012, 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, 

dapat dijelaskan susunan tugas pegawai atau Organisasi Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Siak berikut ini : 

a. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

b. Sekretaris terdiri dari  

1. Sub bagian umum dan kepegawaian 

2. Sub bagian keuangan  

3. Sub bagian penyusunan program  

c. Bidang PAD dan Dana perimbangan terdiri dari : 

1. Seksi pendaftaran  

2. Seksi penetapan  

3. Seksi penagihan  

d. Bidang Dana transfer, PBB dan BPHTB terdiri dari : 

1. Seksi PBB dan BPHTB  

2. Seksi pengolaan pendapatan pusat dan lain-lain. 

3. Seksi ekstensifikasi 

e. Bidang anggaran terdiri dari : 

1. Plt. Seksi penyusunan APBD 

2. Seksi pengendalian APBD  

3. Seksi pengolaan data 

f. Plt, Bidang belanja terdiri dari : 

1. Seksi perencanaan 
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2. Seksi  belanja pegawai dan pembalian  

3. Plt, seksi pembukaan  

g. Bidang aset terdiri dari  

1. Seksi analisis kebutuhan dan pengadaan  

2. Seksi inventarisasi dan barang tidak bergerak  

3. Seksi inventarisasi & penghapusan 
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PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari uraian masalah yang telah ditemukan oleh penulis dari hasil data yang 

diperoleh di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak maka penulis dapat 

menarik kesimpulan yaitu : 

1. Pada tahun 2017-2019 penerimaan PBB-P2 di Kantor Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Siak berjalan dengan efektif dan efisien dimana pada 

tahun 2017 dengan presentase sebesar 110,46%, tahun 2018 sebesar 

107,07% dan pada tahun 2019 sebesar 130,12%. 

2. Aplikasi SISMIOP dalam pendataan PBB-P2 harus memerlukan beberapa 

tahapan yaitu, pendaftaran objek dan subjek pajak, pendataan subjek dan 

objek pajak, penilaian, pemberian identitas objek pajak atau NOP, 

perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, 

pemantauan penerimaan atau pembayaran dan pelayanan satu tempat.  

3. Kendala yang dihadapai SISMIOP di Kantor Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak adalah keterbatasan jaringan pada saat mati lampu koneksi 

internet terganggu karena SISMIOP menggunakan sistem berbasis 

internet. 

4. Upaya yang dilakukan Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

yaitu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa, 

53 

BAB IV 
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5. Melakukan verifikasi dan validasi data wajib pajak dan dikenakan sanksi 

bagi yang telat membayar sebesar 2% setiap bulannya.  

 

4.2 Saran 

1. Sebaiknya Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak lebih rutin 

dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan dan 

peraturan-peraturan yang terkait agar masyarakat lebih mengetahui betapa 

pentingnya membayar pajak sehingga kesadaran wajib pajak lebih 

meningkat. 

2. Lebih memperbanyak tempat-tempat pelayanan/bank yang di tunjuk untuk 

menerima pembayarn PBB. 
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LAMPIRAN 

Data yang di minta sebagai berikut : 

1. Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten 

Siak pada  tahun 2017 s/d 2019. 

2. Jumlah Wajib Pajak yang sudah melapor Pajak Bumi dan Banguan setiap 

tahunnnya dihitung sejak tahun 2017 s/d 2019. 

3. Berapa jenis Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kantor Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

4. Apa kendala yang dihadapi setiap tahunnya dalam melakukan pendataan 

Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan. 

5. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar Pajak di Kabupaten Siak.  
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